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Abstrak

Perubahan iklim dan lingkungan menjadi hal yang terus menjadi perhatian
mengingat dampaknyayang akan semakin buruk jika pencegahan tidak segera
dilakukan. Salah satu kontributor terbesar terhadap perubahan iklim dan
lingkungan, yakni industri menjadi salah satu pihak yang wajib memiliki
komitmen untuk mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkannya
melalui pencegahan perubahan iklim dan lingkungan salah satunya dengan
melakukan transisi industri hijau. Transisi industri hijau ini kemudian
menjadi hal yang penting mengingat peningkatan jumlah perusahaan diikuti
dengan peningkatan jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Akan tetapi,
transisi industri hijau memiliki kendala terkait tingginya biaya dan
ketidaksanggupan swasta dalam menanggung biaya tersebut. Dengan
demikian, diperlukan kebijakan fiskal melaluiinsentif pajak lingkungan untuk
mendorong swasta agar mau melakukan transisi industri hijau. Metode
penulisan yang digunakan adalah desk research dengan analisis kualitatif
untuk mengulas pentingnya insentif pajak dalam transisi industri hijau.
Insentif pajak lingkungan dinilai perlu memerhatikan aspek penerimaan
negara dan produktivitas industri yang mana dari kedua aspek tersebut
diterjemahkan lebih dalam guna mendesain insentif pajak lingkungan yang
terbagi menjadi empat aspek. Pertama, jenis insentif berupa Tax Holiday
guna tetap mendukung produktivitas industri. Kedua, kriteria penerima
insentif yang lebih luas dengan mengacu pada Standar Industri Hijau guna
memastikan tujuan transisi industri hijau memiliki roadmap yang jelas.
Ketiga, jumlah insentif yang disesuaikan dengan peraturan yang telah ada.
Terakhir, mekanisme pemberian insentif bertahap guna mengantisipasi
penurunan penerimaan pajak.

Kata Kunci: Insentif pajak lingkungan, industri hijau, dan Gas Rumah Kaca

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Rata-rata suhu bumi telah meningkat 1,1°C sejak era pra-industrial. Apabila
laju peningkatan emisi CO2 terjadi terus menerus, bumi akan mengalami
peningkatan 3-5°C pada akhir abad ini (WMO, 2020). Sejak dimulainya era
revolusi industri, sekitar 2.500 miliar ton CO2 (GtCO2) telah dilepaskan ke dalam
atmosfer dan hanya menyisakan 500 GtCO2 yang dapat dilepaskan agar kenaikan
suhu bumi tetap berada di bawah 1,5°C. Pada tahun 2019, Indonesia menjadi negara
kelima penyumbang emisi CO2 terbesar di dunia dengan sektor industri sebagai
kontributor emisi CO2 terbesar di Indonesia (Katadata, 2021).
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Sebenarnya, Indonesia telah melakukan berbagai konsensus dalam
menghadapi isu perubahan lingkungan akibat aktivitas sektor industri guna
mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Dimulai dari
pembentukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio Jeneiro oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1992 dengan hasil berupa
terbentuknya United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCC) yang berfungsi dalam pembuatan kerangka guna stabilisasi konsentrasi
emisi gas rumah kaca (GRK) (KLHK, 2017) . Lalu, Conference of Parties (COP)
dilakukan beberapa kali setelahnya guna membahas isu tersebut dengan hasil
berupa Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan Paris Agreement pada tahun 2015.
Kemudian Pemerintah Indonesia meratifikasi Paris Agreement melalui penerbitan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Perjanjian Paris (KLHK,
2020).

Tak hanya melalui UU No0.16/2016, Indonesia juga telah mengesahkan
pajak karbon melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (HPP) dengan harapan mampu mengatasi perubahan lingkungan akibat
peningkatan emisi CO2 yang dimulai pada era new normal. Namun, Hariyadi
Sukamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
menyebutkan bahwa instrumen pajak dapat memengaruhi iklim usaha sehingga
tidak seharusnya pemerintah membebankan hal tersebut kepada industri dengan
dalih penanggulangan perubahan lingkungan (Taxcussion, 2021). Rosenbloom et
al. (2020) juga menyatakan bahwa pajak karbon dinilai belum cukup efektif jika
tidak didukung instumen lain berupa transisi industri hijau. Menteri ESDM Arifin
Tasrif dalam CNBC Indonesia (2021) juga menyebutkan bahwa diperlukan transisi
industri hijau guna mengurangi emisi CO2. Menurut Hariyadi dalam Taxcussion
(2021), industri akan selalu siap untuk melakukan transisi industri hijau. Namun,
biaya yang sangat tinggi guna transisi industri tentu akan menjadi beban bagi
industri jika tidak ada dukungan dari pemerintah.

Tabel 1. Perbandingan Cakupan PMK Nomor 21/PMK.001/2010 dengan Standar
Industri Hijau pada UU Nomor 3 Tahun 2014
Perbandingan

Cakupan
PMK Nomor 21/PMK.001/2010 Standar Industri Hijau (SIH)
Energi Baru Terbarukan
Bahan Baku
. Bahan Penolong
Energi Baru Terbarukan (EBT) Produk

Manajemen Pengusahaan

Pengelolaan Limbah
Sumber: PMK Nomor/21.PMK.011/2010 dan Pasal 79 UU Nomor 3 Tahun 2014, data
diolah kembali oleh penulis

Tabel 2. Jumlah Perusahaan yang Telah Tersertifikasi SIH

Penambahan Perusahaan Jumlah Kumulatif Perusahaan
Tersertifikasi SIH Tersertifikasi SIH
2015-2019 33
2020 4 37
2021 9 46
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Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2019-2021, data diolah
kembali oleh penulis

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mendukung industri untuk
melakukan transisi industri  hijau melalui  penerbitan PMK Nomor
21/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan untuk
Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan. Namun, Analis Pusat Industri
Hijau Kementerian Perindustrian (Kemeperin), Sri Gadis, menyebutkan bahwa
insentif tersebut bersifat parsial dan belum mampu untuk mendukung transisi
industri hijau. Perusahaan juga dapat memanfaatkan insentif sesuai kebutuhan saja
(Ekonomi Bisnis, 2021). Hal tersebut dapat ditinjau dari cakupan insentif pada
PMK Nomor/21.PMK.011/2010 yang hanya terbatas pada kegiatan industri yang
mengarah pada Energi Baru Terbarukan (EBT) saja. Padahal, Pasal 79 UU Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa Standar Industri Hijau
(SIH) tidak terbatas pada kegiatan EBT, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1 di
atas. Lebih lanjut, Tabel 2 juga menunjukkan bahwa hanya 46 perusahaan yang
telah tersertifikasi industri hijau oleh Kemenperin sejak kebijakan tersebut
disahkan. Alhasil, sektor industri masih menjadi penyumbang terbesar emisi CO2
di Indonesia, bahkan setelah 11 tahun PMK tersebut disahkan (Katadata, 2021;
Kemenperin, 2022).

Tinjauan Teoretis

Eksternalitas Negatif merupakan suatu efek samping atau konsekuensi dari
adanya tindakan antar pelaku ekonomi yang mana tindakan tersebut menimbulkan
adanya biaya eksternal (external cost) yang harus ditanggung oleh pihak lain yang
mana biaya tersebut tidak direfleksikan ke dalam suatu mekanisme pasar (Prasetyia,
2012). Eksternalitas negatif dapat berdampak pada berbagai aspek, tak terkecuali
pada aspek lingkungan. Timbulnya eksternalitas negatif tersebut dapat ditimbulkan
oleh berbagai hal, salah satunya adalah industrialisasi yang masih bersifat
konvensional (brown industry). Eksternalitas negatif tersebut ditimbulkan saat
suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh industri menimbulkan dampak buruk
terhadap lingkungan (Henderson, 1997).

Adanya eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh brown industry dapat
diminimalisir, salah satunya dengan melakukan dorongan swasta untuk melakukan
transisi dari brown industry menjadi green industry melalui instrumen insentif pajak
lingkungan. Menurut Greenstone & Hanna (2014), insentif pajak lingkungan dapat
mendorong dan membantu swasta untuk mau melakukan transisi industri hijau.
OECD dalam Koppl & Schratzenstaller (2021) menyatakan bahwa Insentif pajak
lingkungan merupakan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan
tujuan untuk mendorong sektor swasta agar mau melakukan pengeluaran individu
dalam rangka mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan melalui
pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Insentif pajak lingkungan dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk, di
antaranya adalah Super Tax Deduction, Tax Allowance, hingga Tax Holiday. Super
Tax Deduction adalah insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan program pendidikan vokasi di dunia industri
dengan memberikan pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) atas biaya
program tersebut maksimal sebesar 200%. Penggunaan konsep Super Tax
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Deduction yang pada mulanya ditujukan untuk dukungan pendidikan program
vokasi tentunya bukan tidak mungkin dapat diterapkan pada penerapan insentif
pajak lingkungan (Kemendikbud, 2021).

Selain itu, insentif dengan konsep Tax Allowance juga berpotensi untuk
diterapkan, terlebih lagi Tax Allowance merupakan fasilitas perpajakan yang
diberikan untuk mendorong investasi dalam negeri. Berbeda halnya dengan Super
Tax Deduction, Tax Allowance merupakan fasilitas pengurang beban pajak dengan
terlebih dahulu mengurangi penghasilan neto atas jumlah investasi ditanamkan
(DDTC News, 2016b). Bentuk insentif yang ketiga adalah Tax Holiday, bentuk
insentif ini juga dapat diterapkan pada insentif pajak lingkungan mengingat insentif
ini juga telah diatur oleh pemerintah melalui PMK No. 130 Tahun 2020. Tidak
hanya itu, disebutkan juga pada PMK No. 130 Tahun 2020 bahwa fasilitas Tax
Holiday ditujukan untuk kepentingan investasi dalam negeri yang mana hal ini juga
sejalan dengan tujuan insentif pajak lingkungan (DDTC News, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan (desk research) dengan
menganalisis buku, jurnal, artikel dan materi perpajakan yang dimuat di internet.
Data kepustakaan yang digunakan kemudian dianalisis secara kualitatif. Adapun
sistematika penulisan bersifat narasi yang menganalisis potensi insentif pajak
lingkungan di Indonesia yang mana dilakukan melalui analisis hasil penelitian
terdahulu, pendapat para ahli, kajian serta artikel terkait. Analisis tersusun dari
rasionalisasi penerapan insentif pajak lingkungan di Indonesia yang dikaitkan
dengan teori-teori yang relevan. Kemudian dampak implementasi dilihat melalui
penerapan di negara lain melalui benchmarking dan selanjutnya menganalisis
terkait peluang dan tantangan implementasi insentif pajak lingkungan di Indonesia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Urgensi Penerapan Insentif Pajak Lingkungan di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya pertumbuhan ekonomi di sektor
industri justru menimbulkan eksternalitas negatif akibat polusi dan pencemaran
lingkungan hidup yang dihasilkan dari pelaksanaan aktivitas industri. Kondisi
tersebut bertolakbelakang dengan laporan Roadmap of SDGs Indonesia yang salah
satunya berfokus mempromosikan pembangunan rendah karbon (Bappenas, 2019).
Apalagi diperparah dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (LHK) yang menunjukkan bahwa dari total 26,4 juta perusahaan yang
terdaftar dalam Sensus Ekonomi 2016, hanya sekitar 3.953 perusahaan, atau
sebesar 0,01 persen perusahaan yang telah memenuhi standar penanganan polusi
udara, air, dan tanah sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian LHK (Dirjen
PPKL, 2020). Hal tersebut mengindikasikan masih minimnya atensi perusahaan
terhadap keseimbangan lingkungan.
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Gambar 1. Kontribusi Setiap Kategori dalam Emisi GRK Tahun 2019
Sumber: (Pusdatin Kementerian ESDM, 2020), data diolah kembali oleh penulis
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Gambar 2. Grafik Peningkatan Jumlah Perusahaan dan Emisi GRK (CO2e)
Sumber: (Andreas, 2017; Badan Pusat Statistik, 2016; Dirjen PPI, 2020, 2021; World
Bank, 2017), data diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM pada Gambar 1 di atas, diketahui
bahwa sektor industri menjadi kontributor emisi GRK terbesar di Indonesia. Fakta
bahwa sebanyak 65,05 persen industri di Indonesia bergerak pada bidang industri
energi, manufaktur, dan kontruksi ikut membuktikan besarnya emisi GRK yang
dihasilkan oleh industri produsen energi serta industri manufaktur dan kontruksi
(Badan Pusat Statistik, 2016). Selain itu, Gambar 2 menunjukkan bahwa
peningkatan jumlah perusahaan yang sejalan dengan emisi GRK yang dihasilkan
juga mempertegas pernyataan sebelumnya. Berkenaan dengan kondisi tersebut,
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta W. Kamdani pun telah
mendukung adanya pemberian insentif perpajakan guna memacu peralihan proses
produksi industri yang lebih berlanjutan (Lestari, 2022). Meskipun begitu, saat ini
sektor industri belum gencar memanfaatkan instrumen teknologi hijau yang
dikembangkan oleh pemerintah sebab besarnya biaya yang diperlukan untuk
melakukan transisi dari brown industry (industri konvensional) ke green industry
(industri hijau).
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Tabel 3. Rerata Kebutuhan Biaya Transisi Industri Hijau Tiap Perusahaan

(dalam juta USD) EBT Pengolahan Limbah | Teknologi Produksi
Rerata Biaya Kebutuhan 3.695 1.000 10.320
Transisi

Sumber: (Kementerian ESDM, 2019; Khan et al., 2021; Samco, 2016), data diolah kembali
oleh penulis

Tabel 4. Tabel Net Cash Flow Perusahaan pada Sektor Industri Kontributor Emisi
Terbesar di Indonesia

Net Cash Flow (juta USD)
2018 2019 2020
INKP (manufaktur) 171 481 381
INDF (manufaktur) 102 608 649
ADRO (energi) 493 450 559

Sumber: (PT Adaro Energy Tbk., 2020; PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, 2020; PT
Indofood Sukses Makmur Tbk., 2020), data diolah kembali oleh penulis

Merujuk pada Tabel 3 dan Tabel 4 di atas, rerata kebutuhan tahunan yang
diperlukan industri untuk melakukan transisi hijau sesuai SIH dalam Pasal 79 ayat
(2) UU Nomor 03 Tahun 2014 dan Net Cash Flow (NCF) perusahaan yang bergerak
di sektor industri kontributor emisi GRK terbesar pada rentang tahun 2018-2020
masih jauh di bawah kebutuhan tahunan untuk transisi industri hijau. Hal ini tentu
menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan masih enggan melakukan transisi
hijau. Dengan demikian, kebijakan pemerintah berupa insentif sangat diperlukan
oleh industri agar dapat melakukan transisi industri hijau, sebagaimana pernyataan
Ketua Umum Apindo dan Kementerian Perindustrian.

Benchmarking Penerapan Insentif Pajak Lingkungan di Negara Lain
Sebelum mendesain insentif pajak lingkungan, Meyer dalam Mao & Wang (2016)
menyebutkan dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana insentif tersebut
akan berdampak terhadap produktivitas industri dan penerimaan negara dalam
jangka panjang. Sebagai negara yang berhasil menerapkan insentif pajak
lingkungan dan negara dengan kondisi iklim serupa dengan Indonesia, Belanda dan
Malaysia mempertimbangkan kedua aspek tersebut untuk menentukan jenis,
kriteria penerima, jumlah, hingga mekanisme pemberian insentif. Bentuk insentif
yang menjadi salah satu alasan keberhasilan Belanda dalam mengefisinsikan emisi
yang ditimbulkan oleh industri adalah Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-
Investeringen (VAMIL) dan Regeling Milieu- Onvesteringsaftrek (MIA)
(Duurzaam, Agrarisch & Ondernemen, 2021), sementara Malaysia memberikan
insentif melalui Green Investment Tax Allowance (GITA) dan Green Investment
Tax Exemption (GITE) (Malaysian Green Technology Corporation, 2019)
sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel di bawah.
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Tabel 5. Penerapan Insentif Pajak Lingkungan di Belanda dan Malaysia

VAMIL

MIA

Jenis Insentif

Pemberian kemudahan dalam
mendepresiasi  teknologi atau
aset tetap yang bersifat ramah
lingkungan sesuai kebutuhan
pelaku usaha, baik depresiasi
dipercepat atau diperlambat.

Pemberian tax allowance yang
memungkinkan perusahaan untuk
membiayakan secara langsung
investasi dalam rangka transisi
industri hijau.

bersifat ramah lingkungan.

Kriteria Pelaku usaha yang berinvestasi | Kriteria penerima  disesuaikan
Penerima pada aset yang termasuk dan | dengan kondisi lingkungan dan
Insentif memenuhi persyaratan dalam | sektor industri yang banyak
Environment List, serta biaya | berkontribusi dalam
investasi  yang  berjumlah menghasilkan
minimal €2.500. eksternalitas negatif bagi
lingkungan.Penerima insentif juga
wajib memiliki sertifikasi yang
menyatakan telah terpenuhinya
kriteria  untuk  mendapatkan
insentif dari lembaga independen
yang ditunjuk oleh Pemerintah
Belanda.
Jumlah Fasilitas penentukan  waktu | Pengurangan hingga 45% dari
Pemanfaatan | untuk mendepresiasi 75% dari | biaya investasiuntuk investasi
Insentif biaya investasi aset tetap yang | ramah lingkungan.

GITA

GITE

Jenis Insentif

Pemberian tax allowance yang
memungkinkan perusahaan
untuk  mengurangi  Taxable
Income perusahaan sejumlah
investasi yang ditanamkan oleh
perusahaan tersebut.

Pemberian fasilitas pembebasan
Pajak Penghasilan kepada
perusahaan jasa yangmenyediakan
layanan berbasis teknologi hijau.

Kriteria
Penerima
Insentif

Perusahaan yang memenuhi
ketiga kriteria sebagai berikut:

- meminimalkan
degradasi lingkungan
mengurangi emisi GRK;

atau

- mempromosikan

Perusahaan yang secara langsung
menyediakan layanan berbasis
teknologi hijau, baik dari karyawan
yang tersertifikasi maupun
penghasilan  yang diharuskan
100% berasal dari layanan yang
disediakan tersebut.
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peningkatankualitas
lingkungan, dan;

menghemat penggunaan
energi,air dan/atau bentuk
sumber dayaalam

lainnya, atau
mempromosikan penggunaan

EBT.
Jumlah Pemberian insentif hingga 100% | Pemberian fasilitas pembebasan
Pemanfaatan | dari total investasi pada saat | 100% Pajak Penghasilan (yang
Insentif pengakuisisian teknologi ramah | secara berkala dikurangi menjadi
lingkungan. 70%).

Sumber: (Duurzaam, Agrarisch & Ondernemen, 2021; Netherlands Enterprise
Agency, 2021; EGEN, 2022; Malaysian Green Technology Corporation, 2019;
Deloitte Malaysia, 2019), data diolah kembali oleh penulis

Pengimplementasian insentif tersebut membuat Belanda berhasil
menurunkan tingkat emisi hingga 16 persen (Epa, 2004; Waller, 2015). Penerapan
VAMIL pun sejatinya memiliki kesamaan dengan insentif dalam PMK Nomor
21/PMK.001/2010, tetapi yang membedakan adalah insentif dalam PMK tersebut
tidak memperbolehkan pelaku usaha memilih waktu untuk melakukan depresiasi.
Di sisi lain, terkait penerapan MIA dan GITA di Indonesia memang perlu
dipertimbangkan kembali karena dengan investasi yang dikurangkan secara
langsung terhadap penghasilan neto akan mempengaruhi revenue productivity
negara dan membuat penerimaan pajak berpotensi mengalami shortfall. Meskipun
demikian, Malaysia dan Belanda dapat menjadi rujukan yang cukup untuk
menentukan jenis dan mekanisme insentif yang tepat di Indonesia karena memiliki
tingkat ekonomi, iklim, dan lingkungan yang hampir sama dengan Indonesia, serta
dinilai cukup berhasil mengurangi eksternalitas negatif yang ditimbulkan industri
melalui insentif pajak lingkungan (Sanusi, 2015; Waller, 2015).

Menakar Model Insentif Pajak Lingkungan

Salah satu kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam melakukan
transisi adalah perihal tingginya biaya. Jika ditinjau dari kaca mata akuntansi,
terdapat komponen Cash Flow From Investing Activities yang merupakan
pembentuk NCF perusahaan yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan
untuk melakukan aktivitas pembelian aktiva dan aktivitas produksi (Warren et al.,
2014). Komponen ini kemudian perlu menjadi perhatian dalam penentuan model
insentif karena pembelian teknologi atau aktiva untuk tujuan transisi hijau sudah
seharusnya tidak mempengaruhi produktivitas perusahaan karena berpotensi
mengakibatkan pelemahan ekonomi (Brunori, 1955)
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Tabel 6. llustrasi Penghitungan Insentif Pajak Lingkungan Menggunakan 3 Model
Bentuk Insentif

Super Tax Deduction Tax Allowance Tax Holiday

Cash Flow 5.000.000.000.000 |Cash Flow 5.000.000.000.000 |Cash Flow 5.000.000.000.000
Investasi Teknologi Hijau 500.000.000.000 |Investasi Teknologi Hijau 500.000.000.000 |Investasi Teknologi Hijau 500.000.000.000
Penghasilan Bruto 1.000.000.000.000 |Penghasilan Bruto 1.000.000.000.000 |Penghasilan Bruto 1.000.000.000.000
Biaya 3M 100.000.000.000 |Biaya 3M 100.000.000.000 |Biaya 3M 100.000.000.000
Biaya Investasi Teknologi Hijau 500.000.000.000 |Total Biaya 100.000.000.000 |Total Biaya 100.000.000.000
Total Biaya 600.000.000.000 |Penghasilan Neto 900.000.000.000 |Penghasilan Neto 900.000.000.000
Penghasilan Neto 400.000.000.000 |Kredit PPh 29 1.000.000.000 |Kredit PPh 29 1.000.000.000
Kredit PPh 29 1.000.000.000 |Tax Allowance 500.000.000.000 |Penghasilan Kena Pajak 899.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak 399.000.000.000 |Penghasilan Kena Pajak 399.000.000.000 |PPh Badan Terutang Sebelum Insentif 197.780.000.000
PPh Badan Terutang 87.780.000.000 |PPh Badan Terutang 87.780.000.000 |Tax Holiday - 197.780.000.000
Cash Balance 4.912.220.000.000 |Cash Balance 4.912.220.000.000 |PPh Badan Terutang 0
Cash Saving 110.000.000.000 |Cash Saving 110.000.000.000 |Cash Balance 5.000.000.000.000

Cash Saving 197.780.000.000

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 6 mengilustrasikan penghitungan insentif menggunakan tiga bentuk
insentif, yakni super tax deduction, tax allowance, dan tax holiday. Pertama, super
tax deduction, memiliki implikasi terhadap penghematan kas perusahaan sebesar
Rp110 juta. Insentif berbentuk tax allowance pun berimplikasi terhadap
penghematan kas perusahaan sebesar Rpl110 juta. Berbeda dengan kedua
insentif sebelumnya, tax holiday memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan
pembebasan PPh Badan hingga 100%. Insentif ini sejatinya telah
diterapkan  oleh Indonesia melaluiPMK Nomor 130/PMK.010/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Namun, kriteria penerima fasilitas tersebut belum mencakup kriteria SIH
sehingga perluasan penerima fasilitas menjadi opsi mengingat biaya transisi hijau
pada perusahaan sangat tinggi dan masih jauh dari rerata cash flow perusahaan,
sebagaimana terlihat pada Tabel 3 yang rata-rata membutuhkan 1 miliar USD atau
setara dengan Rp14,5 T sedangkan rerata cash flow yang dimiliki industri dengan
kontribusi kerusakan lingkungan terbesar hanya pada kisaran ratusan miliar (lihat
tabel 4). Oleh karena itu, pemberian fasilitas tax holiday bukan tidak mungkin untuk
diperluas agar mampu mendukung transisi industri hijau. Pemberian insentif pajak
lingkungan pun harus memperhatikan aspek revenue productivity sehingga
mekanisme pemberian bertahap dinilai dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi
potensi shortfall penerimaan pajak akibat pemberian fasilitas tax holiday (Mao &
Wang, 2016).

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait kriteria penerima
insentif dan mekanismenya. Menurut Ekonom Senior Institut Riset Ekonomi
Austria Angela Koppl, paket insentif lebih tepat jika diterapkan pada pemberian
fasilitas perpajakan untuk lingkungan dibandingkan dengan insentif yang bersifat
parsial. Menurutnya, paket insentif akan cenderung mendorong perusahaan untuk
totalitas dalam melakukan transisi, sesuai dengan pernyataan bahwa insentif pajak
lingkungan harus mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dari brown
economy menjadi green economy (Greenstone & Hanna, 2014).

Sejatinya dalam UU Nomor 3/2014 telah diatur terkait SIH, dan diketahui
hingga peraturan tersebut disahkan, Kemenperin telah melakukan sertifikasi
terhadap 46 perusahaan yang dinyatakan telah memenuhi kriteria SIH. Adanya
kriteria yang telah ditetapkan tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan
filterisasi penerima fasilitas tax holiday. Selain itu, penetapan Kriteria
menggunakan SIH tersebut tentu dapat dijadikan kriteria untuk mekanisme
pemberian fasilitas yang berbentuk paket insentif sehingga kriteria penerima
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sifatnya dalam satu paket bukan lagi parsial. Hal ini juga dilakukan oleh Belanda
untuk menentukan Kriteria penerima insentif yang mana jika ingin menggunakan
insentif tersebut, perusahaan diwajibkan untuk terlebih dahulu memiliki sertifikat
yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang telah ditunjuk oleh otoritas pajak
Belanda.

Penetapan kriteria industri juga menjadi hal yang penting untuk dikaji
terkait penerima fasilitas insentif ini. Negara Uni Eropa seperti Belanda, Austria,
dan Hungaria, serta Amerika Serikat menetapkan Kriteria industri berdasarkan
penghasil terbanyak atas eksternalitas negatif terhadap lingkungan (Cansino et al.,
2010). Jika ditinjau berdasarkan penghasil eksternalitas negatif berdasarkan emisi
yang dihasilkan setiap industri, maka prioritas kriteria industri berada pada sektor
industri energi, manufaktur, dan konstruksi. Penetapan kriteria prioritas ini penting
mengingat insentif ini dapat berdampak pada penurunan penerimaan pajak
sehingga pemberian skala prioritas menjadi penting guna memberikan threshold
terhadap penerima fasilitas insentif pajak tersebut (Cunningham & Roberts, 2013).

Peluang dan Tantangan

Saat ini, kebijakan pemerintah Rl mulai berpihak pada lingkungan. Hal
tersebut dapat dilihat dari penerapan pajak karbon di Indonesia melalui pengesahan
UU HPP, turut sertanya pemerintah dalam konsensus global seperti Deklarasi
Global Coal to Clean Power Transition di KTT Perubahan Iklim ke-26, hingga
dilakukannya diplomasi ekonomi Indonesia guna menarik modal asing langsung
(FDI) hijau dan ramah lingkungan (Kementerian Investasi, 2022). Berbagai sektor
industri juga mulai mengambil langkah guna menghadapi pemanasan global
melalui pengembangan teknologi dan berbagai inovasi (Averchenkova et al., 2016).
Indonesia juga didukung dengan melimpahnya sumber EBT yang akan
memperkuat potensi Indonesia dalam melakukan transisi industri hijau (IESR,
2017). Terlebih lagi, isu transisi energi menjadi salah satu dari tiga isu prioritas
dalam G20 tahun 2022 di mana Indonesia menjadi tuan rumah atas
penyelenggaraannya.

Namun, penerapan insentif tersebut bukan tanpa tantangan. Potensi
terjadinya shortfall penerimaan negara yang berasal dari pajak perlu menjadi
pertimbangan ketika akan menerapkan insentif pajak tersebut (Meyer, 1993) United
Nations (UN) pun menyebutkan bahwa insentif pajak akan menyebabkan hilangnya
potensi pemajakan dan penurunan penerimaan pajak. Apalagi sejak tahun 20009,
penerimaan pajak Indonesia belum pernah mencapai target APBN (Lokadata,
2020). Selain itu, potensi adanya free rider yang memanfaatkan insentif secara
cuma-cuma perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, hal tersebut akan
menybebkan tergerusnya basis penerimaan pajak begitu saja tanpa adanya
pemenuhan standar industri hijau yang telah ditentukan sebelumnya. Indeks
Kepedulian Lingkungan yang masih rendah juga menjadi tantangan tersendiri bagi
Indonesia, sebab transisi industri hijau memerlukan perhatian berbagai pihak (BPS,
2018). Kurangnya data yang relevan dalam mengakses potensi EBT, kemampuan
dalam mengelola urusan kelistrikan, dan harmonisasi kebijakan di tingkat daerah
pun perlu diperhatikan (Komiyama et al., 2019)

Penutup
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Pada dasarnya, upaya penanggulangan perubahan iklim dan lingkungan
tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan instrumen
pajak, sebab sektor swasta juga memegang peranan penting. Apabila
mempertimbangkan peningkatan jumlah perusahaan di Indonesia yang sejalan
dengan peningkatan emisi GRK, transisi industri hijau dinilai menjadi suatu
langkah krusial dalam mengurangi dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan
oleh industri. Dukungan kebijakan fiskal melalui insentif pajak lingkungan menjadi
hal yang penting untuk mendorong sektor swasta agar mau melakukan transisi
industri hijau. Sebelum mendesain insentif pajak lingkungan, aspek produktivitas
industri dan penerimaan pajak juga perlu diperhatikan. Dengan mempertimbangkan
kedua aspek tersebut, desain insentif pajak lingkungan yang tepat untuk diterpkan
di Indonesia terbagi menjadi empat aspek, yaitu jenis insentif berupa Tax Holiday
guna tetap mendukung produktivitas industri, kriteria penerima insentif yang lebih
luas dengan mengacu pada SIH guna memastikan tujuan transisi industri hijau
memiliki roadmap yang jelas, jumlah insentif yang disesuaikan dengan peraturan
yang telah ada, serta mekanisme pemberian insentif bertahap guna mengantisipasi
penurunan penerimaan pajak. Namun yang perlu diingat, insentif pajak lingkungan
bukan satu- satunya instrumen untuk mendukung percepatan transisi industri hijau
sehingga diperlukan instrumen pendukung lainnya berupa dukungan untuk
pembiayaan secara langsung, seperti kemudahan kredit usaha.
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